
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Peran kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada 

kasus tindak pidana korupsi : 

Pertama, sebagai badan pengatur perundang-undangan terkait dugaan 

kerugian negara. Kedua, sebagai pelaksana pembayaran uang pengganti. 

Ketiga, memproses pungutan (bukan litigasi) terhadap terpidana. 

Keempat, sebagai organisasi yang mengejar harta benda narapidana. 

Kelima, sebagai organisasi yang melakukan atau memproses penyitaan 

harta benda narapidana. Keenam, sebagai organisasi untuk mengambil 

tindakan jika masalah ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. 

2. Pembatasan Kejaksaan dalam Memproses Pembayaran Santunan Tindak 

Pidana Korupsi:  

 Pertama, narapidana tidak mampu membayar. Dua tahanan tewas. Tiga 

tahanan melarikan diri sehubungan dengan insiden tersebut. 

B. SARAN 

1. Kejaksaan akan menerapkan penyitaan secara proaktif dan teratur dari 

narapidana dan keluarganya serta mengoptimalkan sistem teknis dalam 

rangka tindak pidana untuk memaksimalkan pengembalian ganti rugi 

bagi narapidana yang menunggak, sehingga diharapkan dapat bekerja 

lebih optimal seperti pelacakan aset narapidana. Kumpulkan informasi 

keuangan terpidana dan bekerja sama dengan pihak yang lebih kompeten 
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untuk memastikan bahwa terpidana dapat memperoleh penggantian 

sejumlah kompensasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. 

Selain itu, jaksa harus dapat menuntut hukuman subsidi maksimum 

dalam surat peringatan. Hal ini membuat terpidana cenderung merasa 

lebih menguntungkan untuk menerima hukuman bersubsidi daripada  

membayar denda dan memaksimalkan jalur hukum perdata. Kegagalan 

membayar ganti rugi tidak hilang begitu saja karena kejahatan kolateral 

terpidana. 

2. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 perlu mengubah Pasal 

18, khususnya yang berkaitan dengan klarifikasi skema pembayaran 

yang ditangguhkan. Sementara itu, faktor pendukung yang ada terus 

ditingkatkan untuk memaksimalkan pengembalian dana valas ke 

Perbendaharaan. 
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